SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 10A TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang:

Mengingat:

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4245);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

14.

Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
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Menetapkan:

Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk
Bintuni.
Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
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disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah
Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode sisa 1 (satu) tahun.

6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah (RKA OPD) setelah disepakati dengan DPRD.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disebut APBD adalah APBD Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH
BABIII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH
BAB IV  : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH
BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
pada ayat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai
pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun
KUA dan PPAS.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 07 Juli 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,
ttd

PETRUS KASIHIW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 07 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TELUK BINTUNI,

ttd
FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022 NOMOR 10A

DT ’._, GE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
L 27 NIP.¥9770103 200909 1 001



